BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023, penyampaian Rancangan Perda tentang
Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling
lambat minggu ke Il bulan September;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang
Tahun Anggaran 2023.

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat Il Bengkayang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3823);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/untuk dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757),

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah



Republik Indonesia Homor 74 Tahun 2012 tentang
PetubahanPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 5165);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322),

16.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 630);

18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);



19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

20.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7).

21.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
dan

BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Bengkayang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkayang.

Peraturan Kepala Daerah selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan
Bupati Bengkayang.

Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga
Lainnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas, Kecamatan dan Kelurahan.



10.

11
12,
13.

14.

13,

16.

17

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta
segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung
dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yangselanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih
Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau
beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya
manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai
masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa

Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program
dan kebijakan.

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari
Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran
yvang diharapkan dari suatu Kegiatan.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh semua Daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib
diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar
warga negara.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan
kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
Pengelolaan Keuangan.Daerah pada umumnya.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
Urusan Pemerintahan daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah
yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa
Program.



Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 semula sebesar
Rp 1.298.896.765.419,00 bertambah sebesar Rp 91.076.440.982,00 sehingga
menjadi Rp 1.389.973.206.401,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan daerah
a. Semula Rp 1.236.209.783.893,00
b. Bertambah /(berkurang) Rp  52.304.093.926,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 1.288.513.877.819,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp 1.298.896.765.419,00
b. Bertambah /(berkurang) Rp 91.076.440.982.,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 1.389.973.206.401,00

3. Pembiayaan daerah
a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp 109.072.691.338,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp 39.252.885.916.00
Jumlah penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp 148.325.577.254,00

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp 46.385.709.812,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp 480.538.860,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp 46.866.248.672,00
Jumlah pembiayaan netto

1) Semula Rp 62.686.981.526,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 38.772.347.056.00

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp 101.459.328.582,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran daerah
Tahun berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber

dari:

a. Pendapatan asli daerah
1) Semula Rp 85.675.704.927,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp 8.750.624.923.00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 94.426.329.850,00

b. Pendapatan transfer
1) Semula Rp 1.150.534.078.966,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp 43.553.469.003.00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp 1.194.087.547.969,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a,
bersumber dari:

a. Pajak daerah
1) Semula Rp 24.934.111.860,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp 0,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 24.934.111.860,00




(2)

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp
2) Bertambah /(berkurang) Rp

4.782.484.016,00
(1.693.200.000,00)

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp

3.089.284.016,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

1) Semula
2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah
Yang dipisahkan setelah perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1) Semula
2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah setelah perubahan

Rp 5.427.251.239,00
Rp 660.362.498.00

Rp 6.087.613.737,00

Rp 50.531.857.812,00
Rp 9.783.462.425,00

Rp 60.315.320.237,00

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,

bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat
1) Semula
2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah transfer pemerintah pusat
setelah perubahan

b. Transfer antar daerah
1) Semula
2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah transfer antar daerah
setelah perubahan

Pasal 5

Rp 1.095.578.043.000,00
Rp 28.230.138.038,00

Rp 1.123.808.181.038,00

Rp 54.956.035.966,00
Rp 15.323.330.965.00

Rp 70.279.366.931,00

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a.

Belanja operasi;

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah belanja operasi setelah perubahan

Belanja modal,

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)

Jumlah belanja modal setelah perubahan

Belanja tidak terduga;
1) Semula
2) Bertambah /(berkurang)

Rp 837.031.490.095,00
Rp 41.279.195.112.00
Rp 878.310.685.217,00

Rp 285.938.308.584,00
Rp 49.697.245.860.,00
Rp 335.635.554.444,00

Rp 2.835.000.000,00
Rp 100.000.000,00

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 2.935.000.000,00

Belanja transfer;

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)

Jumlah belanja transfer setelah perubahan

Pasal 6

Rp 173.091.966.740,00
Rp 0,00
Rp 173.091.966.740,00

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai
1) Semula
2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah belanja transfer setelah perubahan

Rp 467.065.940.906,00
Rp  6.236.496.836,00
Rp 473.302.437.742,00




(2)

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah belanja barang dan jasa

setelah perubahan

c. Belanja Bunga
1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah belanja bunga setelah perubahan

d. Belanja hibah
1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah belanja hibah setelah perubahan

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)

Rp 279.803.524.730,00
Rp 63.983.409.243,00

Rp 343.786.933.973,00

Rp 14.470.967.459,00
Rp (919.398.719.,00)

Rp 13.551.568.740,00

Rp 73.235.557.000,00
Rp (27.671.762.238,00)
Rp 45.563.794.762,00

Rp 2.455.500.000,00
Rp (349.550.000.00)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp 2.105.950.000,00

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah
1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin

Setelah perubahan

c. Belanja modal gedung dan bangunan

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan

setelah perubahan

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

setelah perubahan

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya

setelah perubahan

f. Belanja modal aset lainnya

1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah belanja aset lainnya

setelah perubahan

Rp 120.093.400,00
Rp (90.093.400.00)
Rp 30.000.000,00

Rp 48.969.563.514,00
Rp  6.994.697.957,00

Rp 55.964.261.471,00

Rp124.928.082.177,00
Rp (7.318.522.409,00)

Rp117.609.559.768,00

Rp 108.209.530.548,00
Rp 45.807.043.013,00

Rp 154.016.573.561,00

Rp 3.701.038.945,00
Rp 4.204.620.699,00

Rp 7.905.659.644,00

Rp 10.000.000,00
Rp 99.500.000,00

Rp 109.500.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri

atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula

b. Bertambah /(berkurang)

Rp 2.835.000.000,00
Rp 100.000.000,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 2.935.000.000,00



(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil
1) Semula Rp 3.033.132.640,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp 0,00
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp 3.033.132.640,00

b. Belanja bantuan keuangan.

1) Semula Rp 170.058.834.100,00

2) Bertambah /(berkurang) Rp 0,00

Jumlah belanja bantuan keuangan

setelah perubahan Rp 170.058.834.100,00
Pasal 7

(1) Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri
atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp 109.072.691.338,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp 39.252.885.916,00
Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp 148.325.577.254,00
b. Pengeluaran pembiayaan
1) Semula Rp 46.385.709.812,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp 480.538.860.00
Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp 46.866.248.672,00
Pasal 8
(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,
terdiri atas:
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
1) Semula Rp 109.072.691.338,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 14.252.885.916,00
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya setelah perubahan Rp 123.325.577.254,00
b. Pencairan dana cadangan
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp 25.000.000.000,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah
setelah perubahan Rp 25.000.000.000,00
Pasal 9
(1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,
terdiri atas:
a. Pembentukan dana cadangan
1) Semula Rp 12.500.000.000,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp 0.00
Jumlah pembentukan dana cadangan Rp 12.500.000.000,00
b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
1) Semula Rp 33.885.709.812,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp 480.538.860,00

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang jatuh tempo
setelah perubahan Rp 34.366.248.672,00



(1)

(2)

(3)

Pasal 10

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan
Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun
Anggaran 2023.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1.

10.

Lampiran | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran Il Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

Lampiran Il Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan
Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;

Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan
APBD;

Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD;

Lampiran [X Sikronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah;

Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;



11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah,

12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lainnya;

13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah dan Aset Lain- Lain;

14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (multy years);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI BENGKAYANG,
TTD
SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 27 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,
TTD

YUSTIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR : 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 5 TAHUN 2023
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